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KUSIONER 

1. Hal apa saja yang mempengaruhi mutasi? 

2. Dari hasil penilaian dari tim penilai kinerja apakah penilaian 

tersebut sepenuhnya diterima oleh pejabat mutasi atau melalui 

pertimbangan lain? 

3. Berdasarkan pada sisi prosedur dan syarat ketentuan mengenai 

mutasi, apa saja landasan utamanya? 

4. Bagaimana sistem kebijakan dari badan kepegawaian mengenai 

pelaksanaan mutasi? 

5. Dalam proses pelaksanaan mutasi hal apa saja yang menjadi 

pertimbangan dan penilaian badan kepegawaian daerah? 

6. Dalam pelaksanaan mutasi apakah sepenuhnya berdasarkan pada 

sistem merit atau apakah masih adanya sistem kekeluargaan? 

7. Bagaimana perwujudan mutasi dalam praktiknya dilingkup 

pemerintah daerah? 

8. Jika dikaitkan dengan pemberdayaan ASN yang berdasarkan 

kompetensi kualifikasi dan produktivitas apakah hal tersebut sesuai 

dengan kinerja ASN? 

9. Dalam prosedur mutasi jabatan jika salah satu prosedurnya tidak 

terpenuhi apakah bisa diikutkan dalam promosi jabatan? 

10. Dasar apa saja yang menjadi pertimbangan dalam mutasi yang 

dikaitkan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik? 
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11. Jika hasil rapat dari apparatus hukum tidak sesuai dengan 

Keputusan akhir bupati apakah Keputusan akhir yang menjadi final 

dalam mutasi jabatan? 

12.  Bagaimana dengan jabatan administrator apakah acuan utamanya 

adalah sesuai dengan bidang tugas yang akan dijabatnya atau ada 

hal lain yang menjadi pertimbangan? 
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